BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER,
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASER, DINAS CIPTA
KARYA KABUPATEN PASER, DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN PASER, DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER,
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PASER, BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Menimbang

PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASER,

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten
Paser Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan
Lembaga Teknis Daerah serta telah dilantiknya Pejabat
Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, Dinas Cipta
Karya Kabupaten Paser, Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Paser, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Paser, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Paser
pada tanggal 20 Agustus 2014, maka secara hukum Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupten Paser,
Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Perumahan, Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Paser, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB,
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
dihapus;

. bahwa dalam rangka transisi Tahun 2014, perlu pengaturan

pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Paser, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser,
Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser, Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Paser, Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Paser, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Paser, Badan Pemberdayaan Perempuan
dan KB, Badan Penanaman Modal dan perizinan Terpadu
Kabupaten Paser;



Mengingat

bahwa dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser Tentang
Pengaturan Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Paser, Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser, Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Paser, Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Paser, Badan Pengelolaan keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Paser, Badan Pemberdayaan Perempuan
dan KB, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Paser.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan
Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari
Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5392);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2014 Nomor 2);



20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 4).

Memperhatikan :  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER, DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASER, DINAS CIPTA KARYA
KABUPATEN PASER, DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN PASER, DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
PASER, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PASER, BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PASER, BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
PASER.

Pasal 1

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada masa transisi maka perlu pengaturan
tentang pelaksanaan anggaran sebagai berikut :

a.

Dinas Perhubungan Kabupaten Paser melaksanakan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser;

. Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Paser melaksanakan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser;

. Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan
Perumahan Kabupaten Paser;

. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Paser melaksanakan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Cipta
Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser;

. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser melaksanakan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser melaksanakan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;



g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Paser melaksanakan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor
Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Paser;

h. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Paser
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Paser.

Pasal 2

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,
berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Agustus 2014

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 76

No. Nama Jabatan Paraf
1. Kusnedi Kasubbag.Produk Hukum Daerah

2. H. Andi Azis Kepala Bagian Hukum

3. H.Heriansyah Idris | Asisten Tata Pemerintahan

4. H.Helmy Lathyf Sekretaris Daerah







